
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

NOMOR 5 TAHUN 1997 

PERA TU RAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TING.KAT II TEMANGGUNG 

NOMOR 20 TAHUN 1995 

TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
TEMANGGUNG 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KE PALA DAE RAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan otonomi Daerah yang titik beral­
nya diletakkan pada Oaerah Tingkat II maka terhadap urusan yang telah 
diserahkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Oaerah Tingkat I 
Jawa T engah kepada Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat II T emang­
gung, dipandang perlu adanya suatu Dinas yang menangani sehingga dapat 
dicapai daya guna dan hasil gun a yang optimal ; 

b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jaw a T engah Nomor 2 
T ahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinlah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa T engah dibidang Pertanian T anaman Pangan 
kepada Oaerah Tingkat II, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan dan 
Penalaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II 
T emanggung; 

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Oaerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950 tenlang Pembentukan Oaerah­
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaw a T engah ; 

113 



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentahg Pokok-pokok pemerintahill 
di Daerah (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 3a 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanamiil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1992 Nornor 46, T ambahc11 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penye­
rahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertaniill 
kepada Propinsi Jawa Tengah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten tang Koordinasi Kegiatan ln­
stansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988 Nomor 10, T ambahan Lembaran _ Neg_ara Republik Indonesia Norn 
3373) ; . 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggarac11 
Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembarc11 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembara 
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 T ahun 1992 tentang Organisa 
dan T ala kerja Dinas Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Or 
ganisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedom 
Organisasi dan Tatake~a Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahu 
1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daera 
Tingkat I Jawa T engah di Bidang Pertanian T anaman Pangan kepad 
Daerah Tingkat II; 

11 . Keputusan Gubemur Kepala Oaerah Tingkat I Jawa T engah Norn 
127 /362/1993 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dae rah Propin 
Daerah Tingkat I Jawa T engah Nomor 2 T ahun 1992 tentang Penyerah 
Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T engah di 8 
dang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Teman 
gung 
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MEMUTUSKAN 

kan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PER­
TANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANG­
GUNG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Oaerah adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II T emanggung ; 
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung; 
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II T emanggung ; 
Dinas Pertanian T anaman Pangan yang selanjutnya disebut DI PERT AN adalah Din as Per­
tanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian T anaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Temanggung ; 
Unit Pelaksana T eknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Dinas 
Pertanian T anaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung 
jawab dalam melaksanakan sebagian lugas operasional tertentu di lapangan; 
Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Pertanian Tan am an Pangan yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Cabang untuk melaksanakan urusan-urusan Dinas Pertanian Tanaman Pa­
ngan telah menjadi tanggung jawab. 

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
0engan Peraturan Daerah ini dibentuk DIPERTAN 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 3 
(1) DIPERTAN merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian T anaman 

Pangan. 
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(2) DIPERTAN dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertang 
jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 4 
DI PERT AN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rurnah tangga Daerah dan T 
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I J 
T engah di bidang Pertanian T anarnan Pangan. 

Bagian Ketiga 
Fungs i 
Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dirnaksud Pasal 4 Peraturan ini, DIPERTAN mempu 
fungsi : 
a. Melaksanakan pernbinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bur 

Kepala Daerah ; 
b. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian T anaman Pangan; 
c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan sesuai dengan tugas pokoknya ; 
d. Melaksanakan Penyuluhan 
e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya 
f. Melaksanakan pengkajian penerapan leknologi anjuran ditingkat usaha tani 
g Melaksanakan tata usaha DIPERTAN. 
h. Melaksanakan pengelolaan UPTD Dlf.JERTAN 

BAB IV 
Bagian Pertama 

Pola dan Susunan Organisasi 
Pasal 6 

Organisasi DIPERTAN ditetapkan Pola Maksimal 

Pasal 7 
(1) Susunan Organisasi DIPERTAN terdiri dari: 

a. Kepala Dinas 
b. Sub Bagian T ala Usaha 
c. Seksi Produksi Padi dan Palawija 
d. Seks Produksi Hortikultura 
e. Seksi Penyuluhan 
f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perl indungan T anaman 
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil 
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Kelompok Jabatan Fungsional 
ub Bagian Tata Usaha, Seksi seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fung­
, al masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung 

Ii> kepada Kepala Din as. 
Bagan Organisasi DI PERT AN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 8 
aDinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 
aturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 9 
Bagian T ala Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat ( 1) huruf b Peraturan daerah ini 

mpunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan 

Pasal 10 
ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai 
ngsi : 
. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan 

!ala laksana 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuang_an 
d. melaksanakan penguruyan r_umah tangga dan perlengkapan, surat m~nyurat dan kearsipan. 

Pasal 11 
(1) Sub Bagian T ala Usaha terdiri dari : 

a. Urusan Perencanaan 
b. Urusan Kepegawaian 
c. Urusan Keuangan 
d. Urusan Umum 

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagi an T ala 
Usaha. 
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Pasal 12 
(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, pe 

nyimpan bahan perumusan tentang & program, penyiapan bah an laporan menyusun bah 
pembinaan organisasi dan tatalaksana. 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan renc 
kebutuhan dan pengembangan pegawai , mutasi pegawai, serta melaksanakan tata usa 
kepegawaian. 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapa 
dan Belanja DIPERTAN, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifik 
serta mengurus perbendaharaan. 

(4) Urusan umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rum ah tanga dan per• 
lengkapan. 

Bagian Keempat 
Seksi Produksi Padi dan Palawija 

Pasal 13 
Seksi Produksi Padi dan Palawija sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang pembinaan produksi pa~ 
dan palawija. 

Pasal 14 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini,Seksi Pro­
duksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi: 
a. menyiapkan bah an pemantauan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk; 
b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS) pembinaan dan pe­

ngawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih utama dan Balai Benil 
pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani; 

c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan 
paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ; 

d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengka­
jian penerapan serta penyebaran prototive dan mesin pertanian. 

Pasai 15 
(1) Seksi Produksi padi dan Palawija terdiri dari: 

a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija 
b. Sub Seksi Produksi Benih / bibit Padi dan Palawija 
c. Sub Seksi Penyiapan Paket T eknologi Padi dan Palawija 
d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorani 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pro­
duksi Padi dan Palawija. 
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Pasal 16 
Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan 

sun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan memberikan bimbingan penggu­
pupuk. 

Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan 
yusun bahan pembinaan, program, memperbanyak dan menyalurkan benih tingkat Benih 
ir (BS) membina dan mengawasi penangkar benih mendirikan dan melakukan pengelo­
Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan 

111 kepada petani. 
ub Seksi Penyiapan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan 

nyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan 
el teknologi anjuran padi dan palawija sesuai dengan tipe dan ekologi lahan. 

ub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan 
menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi p,ercobaan dan pengkajian penerapan 

a penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian. 

Bagian Kelima 
Seksi Produksi Hortikultura 

Pasal 17 
si Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini 
punyai tugas melaksanakan sebagian tugas DI PERT AN dibidang produksi hortikultura. 

Pasal 18 
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pro­

. Hortikultura mempunyai fungsi : 
men0apkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk 
menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan dan pe­
ngawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih 
Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani. 
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan 
penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan 
menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan 
penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani. 

Pasal 19 
(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari : 

a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura 
b. Sub Seksi Penyiapan Paket T eknologi Hortikultura 
c. Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura 
d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi 
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 
duksi Hortikultura. 

Pasal 20 
( 1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tug as mengumpulkan 

menyusun bahan pembinaan pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk. 
(2) Sub Seksi Penyiapan Pak et T eknologi Hortikultura mempunyai tu gas mengumpulkan 

menyusun bahan pembinaan, petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bim · 
penerapan paket teknologi anjuran hortikultura sesuai dengan tipe dan ekologi lahan. 

(3t Sub Seksi Produksi Benih / Bibit hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan men 
bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BS) pembinaan dan 
ngawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai 
Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani. 

(4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengump 
dan menyusun bahan pembinaan, pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi. 

Bagian Keenam 
Seksi Penyuluhan 

Pasal 21 

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mem 
nyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN di bidang pembinaan dan penyuluhan 
tanian tanaman pangan. 

Pasal 22 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Se 
Penyuluhan mempunyai fungsi : 
a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistim kerja rekayasa sosial dan ek~ 

nom1. 
b. menyiapkan bahan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan kBtenagaan penyuluhan. 
c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani 
d menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan & bimbingan pendayagunaa 

sarana penyuluhan. 
e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembanga 

materi penyuluhan. 
Pasal 23 

( 1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : 
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan 
b. Sub Seksi Kelembagaan tenaga dan saran a 
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asing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyu-

Pasal 24 
eksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi 
a para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, 
apan metoda dan sistim kerja penyuluhan, indentifikasi faktor penentu , rekayasa sosial 

ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan. 
Seksi Kelembagaan, tenaga dan saran a mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan 
mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan, dan mengelola saran a 

yuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pela­
an teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan 

embagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, pe'nggunaan sarana penyuluhan dan 
rumusan serta penyiapan materi penyuluhan. 

Bagian Ketujuh 
Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan 

dan Perlindungan Tanaman Pangan 
Pasal 25 

si Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan T anaman Pangan sebagaimana di­
sud Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

as DIPERTAN dibidang Rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan 

Pasal 26 
ntuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Re­

habnitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan T anaman Pangan mempunyai fungsi : 
a. rnenyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan 

tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ; 
rnenyiapkan bah an pembinaan / bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ; 
rnenyiapkan bahan pembinaan / bimbingan pengawasan dan prakiraan serangan organisme 
pengganggu tanaman serta pelaporan ; 
rnenyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan, pengadaan penyimpanan, peredaran dan 
pernanfaatan pestisida .serta peralatan perlindungan tanaman pangan. 

Pasal 27 
(1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lah an dan perlindungan T anaman Pangan terdiri dari 

a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan lahan ; 
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b. Sub Seksi Pengkajian lklim dan Tata Gun a Air; 
c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman; 
d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida. 

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seor 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Reh 
bilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan T anaman Pangan. 

Pasal 28 
(1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan d 

menyusun bahan pembinaan, indentifikasi, penetapan tata ruang investigasi dan penday 
naan sumber daya lahan sesuai agroekosistem ; 

(2) Sub Seksi Pengkajian lklim dan Tata Gun a Air mempunyai tugas mengumpulkan d 
menyusun bahan pembinaan serta melakukan bimbingan, prakiraan dan pengkajian ikli 
serta tata guna air; 

(3) Sub Sektor Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengu 
pulkan dan menyusun bah an pembinaan melakukan monitoring bimbingan, pengawasan dc11 

prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta pelaporan. 
(4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengum, 

pulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasion~, 
pelayanan informasi dan pengawasan pestisida serta peralatan perlindungan tanaman pa­
ngan. 

Bagian Kedelapan 
Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil 

Pasal 29 

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Pera­
turan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DIPERTAN dibidang Pembi­
naan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. 

Pasal 30 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud Pasal 29 Peraturan Oaerah ini Sek~ 
Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi : 
a. menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran 

informasi pasar; 
b. menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketena­

gake~aan ; 
c. menyiapkan bahah pembinaan, melakukan penyediaan, pengelolaan data informasi, pem­

berian dan pengawasan ijin usaha serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ; 
d. menyiapkan bah an bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan 
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Pasal 31 
a Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari: 

ksi lnformasi Pemasaran ; 
eksi Pemanfaatan Sumber Daya; 
ksi Agribisnis ; 

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil. 
aslng Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha 
Pengolahan Hasil. 

Pasal 32 

Seksi lnformasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan 
'naan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar. 

ksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun ba­
pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagaker-

Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, 
akukan penyediaan, pengolahan data informasi, pengawasan ijin usaha serta bimbingan 

apan tata laksana usaha tani 
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan 
sun bahan pembinaan, bimbingan pasca panen, perhitungan kehilangan produksi, 

'ngan penerapan teknologi serta peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman 
gan. 

Bagian Kesembilan 
Cabang Dinas 

Pasal 33 

g Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana 
RTAN yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria 
akan ditetapkan kemudian. 

Bagian Kesepuluh 
UPTD 

Pasal 34 

TD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat ( 1) huruf i Peraturan Daerah ini adalah unsur pelak­
a Teknis Operasional DIPERTAN yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam 

geri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian. 
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Bagian Kesebeias 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 35 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf j Per 

Daerah ini mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi DIPERTAN sesu 
ngan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin 
seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan be 
gung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 36 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan k 

tuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 
(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. 
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundan 

dangan yang berlaku. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Saluan Organisasi wajib menerapkan pri 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pe 
rintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Pasal 38 
(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapK 

oleh Bupati Kepala daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari 
merintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, rnembina, membimbing dan mengawa~ 
kerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya 

Pasal 39 
Setiap Pimpinan Saluan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN melaksanakan Pengaw 
Melekat ( WAS KAT). 

Pasal 40 
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DIPERTAN bertanggung jaw 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya rnasing-masing dan memberikan bimbing 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
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·ap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan ber­
gungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada wak­
e. 

tiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan se­
ai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawa­

annya. 

Pasal 41 
Kepala Seksi, Cabang Dinas UPTD serta kelompok Jabatan fungsional menyampaikan la­
kepada Kepala Dinas & selanjutnya Kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan 

Pasal 42 
1111 melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan 

isasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing­
. gwajib mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 43 

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta ketentuan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. J · 

Pasal 44 
Pejabat-pejabat dilingkungan DIPERTAN diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ber­
wenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 45 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dae rah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 46 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi . 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung. 

Ditetapkan di : Temanggung 
Pada tanggal : 27 Oesember 1995 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

TEMANGGUNG 

BUPATI KEPALA DAERAH TK.11 
TEMANGGUNG 

KETUA 

CAP TTD. CAP. TTO 

S KAP I' I Ors. SARDJONO, SH CN 

DISAHKAN 

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 188.3/265/1996 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Temanggung 

Nomor : 5 Tanggal : 27 Pebruari 1997 
Seri : No . 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH 
TINGKAT II TEMANGGUNG 

CAP TTD. 

Ors. SOEKENDRO 
Pembina Utama Muda 

NIP 500032 371 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

TEMANGGUNG 
NOMOR : 20 TAHUN 1995 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN 

DAERAH TINGKA T II TEMANGGUNG 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T engah No­
mor2/1992 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II yang meliputi : 
1. Urusan tugas-tugas untuk memajukan Pertanian T anaman Pangan 
2. Urusan penyediaan bibit / benih dan menyelenggarakan Kebun Benih / Bibit 
3. Urusan Pencegahan dan Pemberantasan Hama Penyakit dan Bencana Alam 
4. Urusan Penyuluhan Pertanian T anaman Pangan 

Dan menyadari bahwa pertanian T anaman Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar 
bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan pendapatan petani, maka perlu dibentuk Di­
nas Pertanian T anaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat IIT emanggung guna menangani 
hal dimaksud secara seksama, cepat dan tepat. 

Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 peri­
hal Pola Organisasi Dinas Daerah maka untuk susunan organisasi DIPERTAN Kabupaten 
Daerah Tingkat II Temc:nggung ditetapkan dengan Pola Maksimal. 

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 4 7 : Cukup jelas. 
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KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI PROOUKSI DAN 
P/JAW\JA 

SUB SEKSI PENGEMBANGAN 
PROOUKSI PAO! DAN 

PAlAWUA 

SUB SEKSI PROClUKSI eEN1HI 
etSfTPAODAN 

PALAWUA 

SUB SEKSI PENYIAPAN PAKET 
IEKNOl.00 PAO DAN 

PALAWUA 

SUB SEKSI PENGEMBANGAN 
AL.AT DAN MESIN 

PERTANIAN 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN OAERAH TINGKAT ti 

TEMANGGUNG 

KETUA. 

Cao ,~ 

S. KA P I ' I 

BAG AN O RGANISA SI DINAS P ERT ANIAN 
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DA ERAH 

TINGKAT II TEMANGGUNG 

KEPALA DINA$ 

SEKSI PROOJKSI 
HORTIKULTURA 

sue SEKSI 
PENGE"'13ANGAN PROOVKS/ 

HORTIKl.lTUAA 

SUB SEKSI PENYlAPAN 
PAKET TEKNOLOGI 

HORTIKUL TURA 

SUB SEKSI PROOUKSI 
BEMH.IIIBIT 

HORTIKUL TURA 

SUB SEKSI PEMANfMTAN 
PEKARANGAN DAN 
PEMB!NMNGIZI 

CABANG DINA$ 

URUSAN 
PERENCA.NAAN 

SEKSI 

PENYULUHAN 

SUB SEKSl 

TATA PENYUlUHAN 

sue SEKSI KELEMBAGAAN 
TENAGA DAN 

$ARANA 

UPTO 

SUB BAGIAtl 
TAT AUS.AHA 

URUSAN 
KEPEG-'.WAIAN 

URUSAN 
KEUANGA.N 

SEKSI REHABtUTASI, PENGEMBA.'IGAN 
LAAAN DAN PERllNOUNCAN 

TANAMA.N 

SUB SEKSI REHABIUT .A.St 
DAN PENGEMBAN~N 

lAHAN 

sue SEKSl PENGl<AJlAN 
lKl.lMDAN 

TATAGUNAAIR 

SUS SEKSI MONllORJNG DAN 
PRAKIRAAN SER.A.NGAN 

HAW. TANAW.N 

SUB SEKSI PENGENDAllAN HAMAI 
PENYAKJT, GULMA DAI~ 

PESTISIDA 

PEAA TURArl DAER.AH KAU UPA I E l'I OAE R>. tl TltlGKAI H 
TEMANGGuNG NQMOR 20 I AHVN 199~ TEtl lANG QRGANISASI 
OAN TATA KERJA OINAS PEHTAIIIAN I ANAMAN PANG>'IN 
AA8UPATEN DAERAH I INGKAI II IEMANGGUNG 

URUSAN 
UM U M 

SEKSI USAtiA JANI DAN 
PENGOlAHAN 

HAStl 

SUB SEKSI 
1Nf0RMASJ 

PEMASAAAN 

SUB SEKSI 
PEMANFMTAN 
SUMBEROAYA 

SUB SEKSt ACRIBlSNIS 

SUB SEKSI 
PASCA PANEN 

DAN PENGOl.AHAN HASIL 

BUPATI KEPJ..LA DAERAH Tl"GKAI II 
TE MAN GGU N G 

Cao To 

Ors . SAROJONO, SH CN 

co 
N 


